KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG
1ZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menimbang a Bahwa telah dilakukan vernifikasi terhadap Pondok
Pesantren  Madrasatul  Qur'an, sesuai  mekanisme
sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman lzin
Operasional Pondok Pesantren,

b Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan
pembinaan oleh instansi  yang berwenang atas
penyelenggaraan Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an
Perlu  duterbitkan  lzin  Operasional  bagl pondok
Pesantren yang bersangkutan,

¢ Bahwa Dberdasarkan pertmbangan yebagamana
dumaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementenan
Agama Kabupaten Lampung Utara tentang lzin
Operasional Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an,

| Mengungat 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
| Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ),
) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
sehagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410 );
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769 ),
4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4863 ),
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Memperhatikan

()
Pevatunn Pemerintal Nomor A8 Talhian 2008 tentong
Pendanann Pendidilonn (Lembarnn Nepara Repahilile
Indonesin  Tahun 2008 Nomor al, Lamhanhan
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 48641 ),
Porantuvan Pemenintah Nomor 17 Tahun 2010 tentuny
Penpelolann dan Penyelenppnranan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 20 Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5160 ) sehagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubnhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Fahun J010 tentang  Pengelolann dan
Penvelenggarann  Pendidikan (Lembaran Negarn
Republik —Indonesin Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesin
Nomor H167),
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan  dan Organisani Kementerian  Negara
sebagnumana  telah beberapn kali divubah  terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan
Orgamsast kementerian Negara,

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara  sebagaimana  telah beberapn kali di ubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun
2014 tentang  Perubahan Ketujuh  Atas  Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Fugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara,

) Peraturan Mentert Agama Nomor 10 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
992') sebagnimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2014 tentang  Perubahan Ketign  Atas  Peraturan
Mentert Agama  Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114 )

10. Peraturan  Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian  Agama  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851 );

Il Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822 );

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014
tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok
Pesantren ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 972 ),

. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan [slam Nomor
5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional
Pondok Pesantren;

2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan pada
Tanggal 25 Juli 2018;
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MEMUTUSBKAN :

Keputusan Kepala Kantor Kementerann Y
Kabupaten Lampung Utara tentang  lan Operasional
Pandok Pesantren Madrasatul Qui‘an

Menetapkan  Pondok  Pesantren  Madrasoatul — Quir’an
berhak  untuk  mendapat  lan Operasional  Pondok
Pesantren dan Kantor Kementerian Agarma Kabupaten
Lampung Utira

Pondok Pesantren sebagaumuna diunaksud pada diktum
pertama berkewajiban  untuk  menjagn nama baik
lembagn  dan menjunjung  tngg  akan oilad oilal
kemdonesinan, kebangsaan, kenegnrann dan persatuan
yang didasarkan  atas  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia, Pancasila, UUD 19495, dan Bhinneka Tunggal
lka

Pondok Pesantren sebagaimmana dimalesud pada didetum
pertama berhak untuk menyelenggarakan  pendidikean
Keagamann Islam  dan mendapatkan fanilitas
pembinaan  sertn perlakuan  yang dibenarkan  sesual
peraturan perundang undangan baitk oleh masyarakat
maupun instanst pemerintah

Dengan diterbitkannyn Surat Keputusan i maka semun
perizinan  yang  pernah dikeluarkan  oleh Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten  Lampung  Utars
sebelumnya tidak berlaku lagi dan selambat lambatnya
6 ( enam ) bulan sebelum lzin Operasional beraklur,
Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama berkewajiban melakukan Pemutakhiran
kembal

Keputusan im berlaku selama 5 ( hma ) Tahun terhitung
mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dikemudian har akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Dm'lupk.m di Kotabum

04 September 2018

OR KEMENTERIAN
PATEN LAMPUNG UTARA




